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Abstrak
 

Munculnya kebijakan Naturalisasi sungai di tahun 2017 memperlihatkan adanya inkonsistensi kebijakan

pada implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir pada basis kebijakan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan

model implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui teori Ambiguitas-Konflik milik R.E.

Matland. Permasalahan inkonsistensi kebijakan akan dianalisis dengan perspektif konflik dan ambiguitas di

antara kelompok aktor Pemerintah Provinsi dan Kementerian PUPR sebagai Pemerintah Pusat. Berdasarkan

analisis yang dilakukan, implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Jakarta dikategorikan

pada model Implementasi Simbolis yang ditentukan berdasarkan tingkat konflik dan ambiguitas pada

implementasi kebijakan yang tinggi. Konflik yang tinggi ditunjukkan melalui perbedaan interpretasi dan

pandangan serta kepentingan terhadap tujuan kebijakan. Sedangkan ambiguitas yang tinggi ditunjukkan

melalui ketidakjelasan cara atau strategi yang dimiliki oleh masing-masing aktor.

......The emergence of the river naturalization policy in 2017 highlights the policy inconsistency in the

implementation of flood policies based on the 2005-2025 Regional Long-Term Development Plan (RPJPD).

Therefore, this study aims to determine the policy implementation model conducted by the government

using R.E. Matland's Ambiguity-Conflict theory. The issue of policy inconsistency will be analyzed from

the perspective of conflict and ambiguity among the actor groups of the Provincial Government and the

Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) as the Central Government. Based on analysis

conducted, the implementation of flood policies in Jakarta is categorized under the Symbolic

Implementation model, determined by the high level of conflict and ambiguity in policy implementation.

High conflict is shown through differing interpretations, views, and interest regarding policy goals. High

ambiguity is demonstrated through the lack of clarity in the methods or strategies possessed by each other.
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